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Abstract 

 

Public transportation companies are responsible for all losses due to vehicle 

crews, as well as in the event of a traffic accident, in accordance with Article 

191 of Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation 

"Public Transportation Companies are responsible for losses caused by all 

actions of people employed in transportation activities". The method used in 

this study is normative juridical which is descriptive analysis. The data source 

as the basis for the research study uses primary legal materials in the form of 

related laws and regulations. The data collection technique used in the study 

is library research by analyzing qualitative data. The results of the study 

indicate that the agreement made is valid and applies to the parties, even 

though the subjective requirements are not met as it is known that if the 

subjective requirements are not met, the agreement that has been made 

remains valid as long as the parties do not submit a cancellation application 

to the District Court. As for the legal consequences if there is a loss by CV, a 

claim for compensation is submitted by the creditor or party who has the right 

to receive performance to court. If the contract is breached by the debtor or 

party who has the obligation to carry out performance in the contract, which 

results in a significant and unreasonable reduction in the assets of the 

creditor or party who has a small profit, then it is appropriate for the creditor 

or party who has the obligation to carry out performance in the contract to 

court. CV responsibilities. Kencana Express's success with new members is 

what is stated in the fifth article. New members are responsible for the 

operation of the motorized vehicle. With all risks, including profits/losses, 

debts/receivables and obligations for the operation of the vehicle, it is fully 

the responsibility of the second party (which is called the new member) and 

frees the first party from all claims from the second party from any party. 

 

Keywords: Validity of Letter, Statement and Membership Agreement, 

Aramada Ownership 
 

Abstrak  

 

Perusahaan angkutan umum memiliki tanggungjawab atas segala kerugian akibat awak kendaraan, begitu 

juga apabila terjadi kecelakaan lalu lintas, sesuai dengan Pasal 191 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan “Perusahaan Angkutan Umum bertanggungjawab atas kerugian 

yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang dipekerjakan dalam kegiatan penyelenggaraan 

angkutan”.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif 

mailto:aldositanggang@gmail.com1
mailto:hasimpurba030366@gmail.com2
mailto:oni_usu@yahoo.com
mailto:sutiarnoto@usu.ac.id


 

 

 

 

 

 

 

 

4593 

 

 

JIIC: JURNAL INTELEK INSAN CENDIKIA 

https://jicnusantara.com/index.php/jiic  

Vol : 1 No: 9, November 2024                                       

E-ISSN : 3047-7824 

analisis. Sumber data sebagai dasar kajian penelitian menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan 

perundang-undangan yang terkait. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah studi 

kepustakaan (library research) dengan menganalisa data kualitatif.Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa 

perjanjian yang dibuat sah dan berlaku bagi para pihak, meskipun syarat subyektif tidak terpenuhi 

sebagaimana yang diketahui apabila syarat subyektif tidak terpenuhi maka perjanjian yang telah dibuat tetap 

berlaku sepanjang para pihak tidak mengajukan permohonan pembatalan ke Pengadilan Negeri. Adapun 

akibat hukum apabila terjadi kerugian oleh CV Tuntutan ganti rugi diajukan oleh kreditor atau pihak yang 

mempunyai hak menerima prestasi ke pengadilan jika pelanggaran konntraktul oleh debitur atau pihak yang 

mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam kontrak, yang mengakibatnya berkurangnya secara 

signifikan dan tidak wajar harta kekayaan kreditor atau pihak yang mempunyai keuntungan meskipun sedikit, 

maka sepatutunya kreditor atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam kontrak ke 

pengadilan. Tanggung jawab CV. Sukses Kencana Express terhadap anggota baru adalah mana dikatakan 

dalam Pasal kelima anggota baru bertanggung jawab atas pengoperasian kendaraan bermotor tersebut. 

Dengan segala resiko baik laba/rugi, hutang/piutang serta kewajiban atas pengoperasian kendaraan 

sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak kedua (yang mana disebut anggota baru) dan membebaskan 

pihak pertama dari segala tuntutan dari pihak kedua dari pihak manapun.  

Kata Kunci : Keabsahan  Surat,  Pernyataan  Dan Perjanjian  Keanggotaan, Kepemilikan Aramada  

 

PENDAHULUAN 

Peneliti menemukan sebuah kejanggalan dalam sebuah perjanjian antara Pihak Pertama CV. 

SUKSES KENCANA EXPRESS dengan Pihak Kedua Parluhutan Sitanggang dengan judul 

perjanjian “Surat Pernyataan dan Perjanjian Keanggotaan” tertanggal 15 April 2021. Pada 

perjanjian yang dibuat dibawah tangan tersebut, pada intiya Pihak Kedua ingin bergabung menjadi 

anggota dari Pihak Pertama yang dalam hal ini sebagai pemilik izin usaha pengangkutan sehingga 

Pihak Kedua berkehendak untuk menggunakan atau mendaftarkan kendaraan bermotornya atas 

nama Pihak Pertama.  

Pendaftaran kendaraan atas nama CV sukses kencana express dibuat dalam surat perjanjian 

keanggotaan jika melihat definisi akta otentik dan akta dibawah tangan, surat perjanjian yang 

disepakatin oleh CV SUKSES KENCANA EXPRESS dengan PARLUHUTAN SITANGGANG 

adalah perjanjian dengan bentuk akta dibawah tangan karena dibuat oleh para pihak yang 

berkepentingan saja sehingga semua akta yang dibuat antara para pihak sendiri secara tertulis dalam 

akta di bawah tangan, bentuknya bebas, terserah bagi para pihak yang membuat dan tempat 

membuatnya juga diperbolehkan dimana saja. 

Perjanjian dengan bentuk akta dibawah tangan disebutkan dikarenakan tidak dihadapkan 

oleh pejabat yang tidak berwenang. Sedangkan pengertian perjanjian yang dibuat dihadapan Notaris 

adalah Hakikatnya perjanjian akta otentik dan perjanjian dibawah tangan. Yang merupakan 

hubungan hukum antara pihak-pihak yang diikat di dalamnya, tetapi pengertian perikatan lebih luas 

dari perjanjian yang dibuat hadapan Notaris dengan perjanjian dibawah tangan.Hal ini hanya pada 

pembuktian sempurnanya 

Apabila ditnijau secara umum, perjanjian sebagaimana disebut diatas merupakan perjanjian 

yang sah dan wajar. Akan tetapi, mendaftarkan kendaraan bermotor tersebut mempunyai akibat 

hukum bahwa pihak kedua memasukkan modalnya berupa barang dalam hal ini armada truk,  

Problematika lain yang timbul atas perjanjian tersebut ialah konsekuensi apabila terjadi 

kerugian terhadap perusahaan. Lebih spesifik mengenai pertanggungjawaban CV terhadap 
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kendaraan bermotor yang diatasnamakan CV yang mana hakikatnya kendaraan tersebut ialah milik 

perseorangan. Ambiguitas yang timbul ialah seakan-akan kendaraan bermotor tersebut dapat 

dikategorikan sebagai harta kekayaan milik CV sehingga dapat dilakukan inventarisasi harta 

kekayaan CV oleh kurator. 

Pengusaha atau perusahaan angkutan umum yang mempekerjakan orang lain untuk menjadi 

sopir atau awak kendaraannya juga wajib bertanggungjawab atas segala kerugian kecelakaan lalu 

lintas yang diakibatkan oleh perbuatan sopir atau awak kendaraan. Mengenai tanggungjawab dari 

perusahaan angkutan umum telah tercantum dalam Pasal 191 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 

2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi “Perusahaan Angkutan Umum 

bertanggungjawab atas kerugian yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang dipekerjakan 

dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan”. Namun dalam Pasal 5 perjanjian ini  disebutkan bahwa 

“pihak kedua bertanggung jawab penuh atas pengoperasian kendaraan bermotor tersebut, dengan 

arti segala resiko baik laba/rugi, hutang/piutang, serta segala kewajiban atas pengoperasian  

kendaraan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak kedua, dan membebaskan pihak pertama dari 

segala tuntutan.” Seharusnya perusahaan angkutan umum memiliki tanggungjawab atas segala 

kerugian akibat awak kendaraan, begitu juga apabila terjadi kecelakaan lalu lintas, sesuai dengan 

Pasal 191 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

Rumusan Masalah 

1. Bagaimana keabsahan perjanjian dibawah tangan masuknya anggota baru ke dalam CV Sukses 

Kencana Express yang sudah berjalan? 

2. Bagaimana akibat hukum apabila terjadi kerugian pada CV Sukses Kencana Express  terhadap 

anggota baru?   

3. Bagaimana tanggung jawab CV Sukses Kencana Express terhadap Anggota baru? 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis  penelitian yang digunakan  dalam  penelitian  tesis  ini  adalah  penelitian  normatif.  

Penelitian ini  mengacu  kepada  norma-norma  hukum yang terdapat  dalam  peraturan perundang-

undangan dan putusan-putusan  pengadilan  serta  norma-norma  hukum yang ada  dalam  

masyarakat. Teknik pengumpulan data dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  cara penelitian  

kepustakaan (Library  Research). Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode 

penelitian analisis data kualitatif.   

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

1. Keabsahan Surat Perjanjian Pernyataan Keanggotaan Kepemilikan Armada Truk           

Dengan Cv. Sukses Kencana Express 

Oleh karena itu surat pernyataan dan perjanjian keanggotaan yang dibuat dalam bentuk 

akta dibawah tangan yang telah disepakati secara sukarela oleh para pihak tanpa adanya tekanan 

dan paksaan dari pihak manapun dengan kata lain telah tercapai persesuain kehendak antara para 

terhadap syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak pemilik izin usaha pengangkutan  

maka akan membentuk hubungan kontraktual yang mengikat para pihak sebagai Undang-
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Undang sebagaiman yang tertera dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Dan menjadi sarana alat bukti 

yang kuat mengikat para pihak sehinga menimbulkan kepastian hukum terkait pemenuhan hak 

dan kewajiban para pihak. 

a. Kecakapan bertindak Para Pihak 

CV sebagai badan usaha yang tidak berbadan hukum tidak bisa melakukan perbuatan 

hukum karena tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatan hukum yang dilakukan nya, 

perbuatan hukum hanya dapat dilakukan oleh persero aktif atau persero komplementer. Jika 

CV melakukan perbuatan hukum dalam Surat pernyataan dan perjanjian maka tidak 

memenuhi unsur syarat subyektif karena tidak cakap dalam bertindak dengan demikian 

perjanjian tersebut dapat dibatalkan. 

b. suatu hal tertentu 

Syarat sahnya perjanjian yang ketiga adalah adanya suatu hal tertentu (een bepaald 

onderwerp). Pasal 1333 KUHPerdata menentukan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai 

pokok suatu benda (zaak) yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Suatu hal tertentu 

dalam hal ini harus jelas apa yang diperjanjikan pada perjanjian tersebut. Pada perjanjian 

Surat pernyataan dan perjanjian keanggotaan ini yang di perjanjikan yaitu bahwa pihak 

kedua pemilik kendaraan yang ingin bergabung/ menjadi anggota CV.SUKSES KENCANA 

EXPRESS dan untuk mengagunkan/mendaftarkan kendaraan bermotor pihak kedua atas 

nama CV. SUKSES KENCANA EXPRESS. 

c. Suatu sebab yang halal 

Pada perjanjian Surat pernyataan dan perjanjian keanggotaan  ini suatu sebab yang 

halal dapat diartikan bahwa bergabung/ menjadi anggota CV SUKSES KENCANA 

EXPRESS tidak menjadi suatu hal yang bertentangan dengan hukum atau dilarang oleh 

hukum 

Melihat ke-empat syarat sah suatu perjanjian pada surat pernyataan dan perjanjian 

keanggotaan syarat subyektifnya tidak terpenuhi yaitu kecakapan, CV tidak cakap 

melakukan perbuatan hukum namun pada perjanjian tersebut yang melakukan perbuatan 

hukum adalah CV dan yang memberi tanda sepakat adalah CV dalam hal ini pada format 

tanda tangan menuliskan nama CV dan membubuhkan cap setempel CV. 

Syarat pertama dan kedua disebut syarat subjektif  karena menyangkut pihak-pihak 

yang mengadakan perjanjian. Dan apabila syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi, 

perjanjian tesebut dibatalkan.Artinya salah satu pihak dapat mengajukan pada pengadilalan 

untuk membatalkan perjanjian yang disepakatinya. Tetapi apabila para pihak tidak ada yang 

keberatan, perjanjian tersebut tetap dianggap sah. apabila syarat ketiga dan keempat tidak 

terpenuhi perjanjian tersebut dibatalkan( Langi Dkk, 2016).  

 

2. Akibat Hukum Apabila Terjadi Kerugian Pada Cv Sukses Kencana Express 

Prestasi yang dilakukan dalam perjanjian keanggotaan ini hanya sebatas pendaftaran 

mobil dengan merek/type Mitsubishi/fe74hd (4X2) M/T dengan nomor rangka 

MHMFE74PPMK220700 menjadi anggota dari CV.Sukses Kencana Express. Hal ini terpenuhi 

berdasarkan syarat sahnya perjanjian diwajibkan memiliki objek yang mana untuk kekuataan 

mengikat secara yuridikal, merujuk Pasal 1320 ayar (3) dan ayat (4) kitab undang-undang 
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perdata yang mana perjanjian harus memiliki objek dan menurut Pasal 1337 kitab undang-

undang hukum perdata suatu perjanjian tidak bertentangan dengan undang-undang ketertiban 

umum dan kesusilaan. 

 Prestasi yang dikatakan dalam Pasal 1337 Kitab undang-undang hukum perdata harus 

dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang benar-benar dilakukan atau dilaksanakan. Dalam 

ketentuan umum ilmu hukum dapat dibedakan dua kemungkinan (onmogelijk) yaitu pertama 

ketidakmungkinan objektif yang tidak akan menimbulkan perikatan, karena prestasinya tidak 

mungkin dapat dilaksanakan oleh siapapun, sehingga berlaku asas hukum bahwa impossibillium 

nulla obligation est (ketidakmungkinan meniadakan kewajiban) dan kedua, ketidakmungkinan 

subjektif, yang menghambat terjadinya perjanjian atau tidak mengakibatkan perjanjian berakhir 

melainkan perjanjian tetap sah.  

 Menurut Pasal 1332 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya benda-benda/barang yang 

dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok perikatan. Namun tidak berarti bahwa 

benda/barang untuk kepentingan umum tidak dapat menjadi pokok perikatan atau objek hukum 

perjanjian. Sebagai contoh, perjanjian yang dibuat oleh pihak yang ingin menjadi anggota di 

CV.Sukses Kencana Express( Subekti).  

Merujuk pada Pasal 1334 ayat (1) Kitab undang-undang hukum perdata, benda/barang  

yang akan ada dikemudian hari dapat pula menjadi pokok-pokok perikatan atau prestasi dalam 

perjanjian. Pengertian  benda-beda yang baru  yang akan ada mengacu kepada pengertian bahwa 

benda/barang tersebut belum ada. Contohnya seseorang konsumen yang memesan kepada 

perusahaan mebel untuk dibuatkan satu set kursi dan meja tamu dan dikenal dengan sebutan 

benda/barang yang baru ada bersifat subjektif. Sebaliknya, benda/barang yang akan ada yang 

bersifat objektif adalah benda/barang yang belum menjadi miliknya.  

Doktrin hukum perjanjian yang mana telah mengakui tidak hanya terhadap 

benda/barang bergerak yang berwujud, melainkan juga terhadap benda/barang bergerak yang 

tidak berwujud yang akan ada dikemudian hari, dapat menjadi pokok perikatan atau objek hukum 

perjanjian dengan syarat bahwa benda/barang tersebut dapat ditentukan kemudian hari sesuai 

dengan kesepakatan.  

Tuntutan ganti rugi diajukan oleh kreditor atau pihak yang mempunyai hak menerima 

prestasi ke pengadilan jika pelanggaran konntraktul oleh debitur atau pihak yang mempunyai 

kewajiban melaksanakan prestasi dalam kontrak, yang mengakibatnya berkurangnya secara 

signifikan dan tidak wajar harta kekayaan kreditor atau pihak yang mempunyai keuntungan 

meskipun sedikit, maka sepatutunya kreditor atau pihak yang mempunyai kewajiban 

melaksanakan prestasi dalam kontrak ke pengadilan. Selain mengacu kepada Undang-Undang 

para pihak sendiri berdasarkan Pasal 1249 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat 

menentukan jumlah ganti rugi akibat wanprestasi.Kemudian jika ada undang-undang dan para 

pihak sendiri tidak menentukannya , maka jumlah ganti rugi akibat wanprestasi harus 

berdasarkan kerugian nyata telah terjadi, atau dapat diduga atau diperkirakan. 

 

3. Tanggung Jawab Cv. Sukses Kencana Express Terhadap Anggota Baru 

Tanggung jawab diuraikan dalam Pasal  kelima pihak kedua bertanggung jawab atas 

pengoperasian kendaraan bermotor tersebut, dengan arti segala resiko baik laba/rugi, 
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hutang/piutang, serta kewajiban atas  pengoperasian kendaraan sepenuhnya menjadi tanggung 

jawab pihak kedua, telah dijelaskan berdasarkan kesepakatan tentang tanggung jawab CV. 

Sukses Kencana Express terhadap anggota baru. Dari Pasal yang telah disepakatin oleh para 

pihak yang mana dituliskan bahwa segala tuntutan atas pengoperasian kendaraan adalah 

tanggung jawab tuntutan hak namun perlu didefiniskan lagi oleh peneliti dibawah ini tentang 

tuntutan hak.  

Tuntutan hak sebagaimana telah diterangkan dimuka adalah tindakan yang bertujuan 

memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah eigenrichting. 

Orang yang mengajuakan tuntutan hak memerlukan atau berkepentingan akan perlindungan 

hukum. Ia mempunyai kepentingan untuk memperlindungan hukum. Maka oleh karena itu 

mengajukan tuntutan hak ke pengadilan.Namun tidak semua orang dapat mengajukan ke 

pengadilan. Kalau dibiarkan setiap orang mengajukan tuntutan hak, dapat dibayangkan bahwa 

pengadilan akan tetap kebanjiran tuntutan hak. Untuk  mencegah agar setiap orang tidak asal 

saja mengajukan tuntutan hak ke pengadilan yang akan menyulitkan pengadilan. Maka hanya 

kepentingan yang cukup dan layak serta mempunyai dasar hukum sajalah yang dapat diterima 

sebagai dasar tuntutan hak. 

Tuntutan hak yang mana harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, merupakan 

syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak itu oleh pengadilan guna diperiksa point 

d’intereit point d’actiom. Ini tidak berarti bahwa tuntutan hak yang ada kepentingan hukumnya 

pasti dikabulkan dipengadilan. Setelah ada tuntutan lalu ada namanya pembuktian tentang 

kesepakatan dan tentang hal perbuatan melawan hukum.  

Pembuktian dalam arti yuridis itu ini hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara 

atau yang memperoleh hak dari mereka. Pembuktian secara yuridis tidak lain merupakan 

pembuktian “historis”. Pembuktian yang bersifat historis ini mencoba menetapkan apa yang 

telah terjadi secara konkret. Baik dalam pembuktian yang yuridis maupun yang ilmiah, maka 

membuktikan pada hakekatnya berarti mempertimbangkan secara logis mengapa peristiwa-

peristiwa tertentu dianggap benar. Setelah ada pembuktian maka putusan terkait siapa pihak yang 

bertanggung jawab atas kewajiban hak, tuntutan hak, lalu terjadilah perlindungan hukum terkait 

hak-hak yang dilakukan tersebut. 

Hal-hal yang menjadi kerugian yang dialamin oleh anggota baru diselesaikan dalam 

musyawarah. Sebagaimana ditulis dalam Pasal ketujuh, hal-hal yang belum cukup diatur/tidak 

teratur dalam surat pernyataan dan perjanjian keanggotaan akan diatur secara musywarah dan 

mufakat oleh kedua belah pihak. Jelas dituliskan jika ada hal-hal yang dianggap merugikan bagi 

salah satu pihak diselesaikan dengan cara musyawarah/mufakat. Ketentuan lain tentang hal 

terjadi yang dapat dibuat apabila salah satu pihak tidak ingin dibuat musyawarah yaitu: 

a. Dia harus membayar ganti kerugian yang diderita oleh kreditor atau      pihak  yang 

mempunyai hak menerima prestasi (vide Pasal 1243 Kitab       Undang-Undang Hukum 

Perdata); 

b. Dia harus menerima pemutusan perjanjian atau kontrak disertai dengan pembayaran ganti 

kerugian (vide Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; 
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c. Dia harus menerima peralihan resiko sejak saat terjadinya wanprestasi (vide Pasal 1237 ayat 

(2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

d. Dia harus membayar biaya perkara jika diperkirakan di pengadilan (vide Pasal 181 ayat 1 

HIR).  

 Ketentuan diatas apabila merujuk pada perjanjian keanggotaan apabila ditinjau dari 

pendaftaran persekutuan komanditer (CV) apabila ada anggota baru dapat dilakukakan analisa 

apakah perlunya perubahan anggaran dasar. Perubahan anggaran dasar dilakukan setelah 

dilakukan pendaftaran pertama kali.Dalam hal pendaftaran dan pendirian yang mana dua sumber 

hukum pengaturan CV yaitu dicantumkan Pasal 23 KUHD dan yang berdasarkan 

Permenkunham No.17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan 

Firma, dan Persekutuan Perdata. Dalam kedua aturan tersebut terdapat persamaan yaitu 

memerlukan adanya adanya akta pendirian yang wajib  dibuat dihadapan Notaris.  

 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 30 

Tahun 2004 tentang jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN-P) menjelaskan bahwa 

kewenangan Notaris sebagai yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua 

perbuatan dan perjanjian yang diwajibkan oleh suatu peraturan perundang-undangan dan oleh 

orang yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik.  

Pasal 22 KUHD menyatakan bahwa tiap perseroan wajb dibuat dengan akta autentik. 

Dengan adanya ketentuan tersebut diatas, telah dengan tegas ditentukan mengenai ketentuan 

pendirian CV yang mendaftaran akta pendirian kepada Panitera Pengadilan yang berwenang 

yaitu dimana persekutuan komanditer tersebut berkedudukan dan kemudian terdapat kewajiban 

mengumumkan pendaftaran CV tersebut ke dalam ihtisar resmi  dalam tambahan berita negara 

(Pasal 28 KUHD). Hal ini dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum dagang dan 

Peraturan Kementerian Hukum dan Ham Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran 

Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma,dan Persekutuan Perdata. 

Peraturan Kementerian Hukum dan Ham Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran 

Persekutuan Komanditer,Persekutuan Firma,dan Persekutuan Perdata menuliskan permohonan 

perubahan anggaran dasar CV, Firma, dan Persekutuan Perdata harus diajukan oleh pemohon 

melalui sistem administrasi Badan Usaha. 

Perjanjian keanggotaan antara CV. Sukses Kencana Express dengan pihak kedua yang 

mana mendaftarkan kendaraan atas nama CV. Sukses Kencana Express yang mana perlu 

dianalisa apakah kendaraan tersebut termasuk dalam aset yang keuntunganya akan masuk dalam 

CV.Sukses Kencana Experess.  

Pendaftaran perubahan anggaran CV, Firma, dan persekutuan perdata yang didaftarkan 

di sistem administrasi badan usaha yang mana syarat dan ketentuannya meliputi: 

a. Indentitas pendiri atas nama pendiri, domisili, dan pekerjaan; 

b. kegiatan usaha; 

c. hak dan kewajiban pata pendiri;dan atau 

d. jangka waktu CV, Firma, dan persekutuan perdata. 

Perubahan anggaran dasar CV, Firma, dan persekutuan perdata harus disampaikan kepada 

Menteri dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh)hari terhitung sejak tanggal akta 

Notaris yang memuat perubahan anggaran dasar CV, Firma, dan persekutuan perdata. 



 

 

 

 

 

 

 

 

4599 

 

 

JIIC: JURNAL INTELEK INSAN CENDIKIA 

https://jicnusantara.com/index.php/jiic  

Vol : 1 No: 9, November 2024                                       

E-ISSN : 3047-7824 

Apabila pendaftaran perubahan anggaran dasar CV, Firma, dan persekutuan perdata 

melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud permohon pendaftaran perubahan anggaran 

dasar CV, Firma, dan persekutuan perdata tidak dapat diajukan kepada Menteri. 

 Ketentuan lain dalam Pasal 16 disebutkan bahwa jika dalam permohonan pendaftaran 

perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdapat perubahan nama 

badan usaha, CV, Firma, dan persekutuan perdata, permohonan pendaftaran perubahan anggaran 

dasar CV, Firma, dan persekutuan perdata diajukan setelah pemakaian nama CV, Firma, dan 

persekutuan perdata memperoleh persetujuan dari Menteri. Serta tata cara permohonan 

pengajuan nama CV, Firma, dan persekutuan perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 

sampai dengan Pasal 9 berlaku secara mutandis terhadap tata cara permohonan perubahan nama 

CV, Firma, dan persekutuan perdata( Mulyoto).  

Pendaftaran perubahan anggaran dasar tentunya untuk menjamin hak-hak anggota 

didalamnya serta menjamin legalitas perusahan. Sebagaimana kita melihat definisi CV atau 

persekutuan perdata memiliki pengertian sebagai suatu badan usaha persekutuan yang dibentuk 

oleh seseorang atau lebih yang mempercayakan dana atau asetnya di kelola oleh perusahaan yang 

secara bersama-sama mencapai keuntungan.  

Aset-aset yang dikelolah oleh dua sisi sekutu. Yang dikenal dalam sekutu aktif dan pasif. 

Sekutu aktif juga disebut sebagai  sekutu komplementer adalah pihak yang memberikan modal 

sekaligus bertanggung jawab terhadap operasional bisnis yang mana memiliki peran dan 

tanggung jawab yang berbeda-beda. Ia berperan dalam memberikan ide, tenaga, dan setiap hal 

yang berurusan dengan bisnis.  

Sifat perseroan komanditer sendiri ada beberapa yaitu( Wijaya): 

1. Sifat pertama dari sebuah perseroan komanditer adanya sulit menarik      kembali modal 

yang sudah disetorkan untuk kepentingan bisnis; 

2. Operasional bisnis yang membutuhkan modal yang tergolong besar karena ada banyak pihak 

ketiga yang terlihat dalam persekutuan komanditer; 

3. Persekutan komanditer yang didirikan dengan basis sebuah perseroan komanditer cenderung 

lebih mudah dalam memperoleh sebuah kredit pinjaman.  

4. Keberlangsungan bisnis cenderung lebih sulit untuk diprediksi dan tidak dapat ditentukan.   

Tanggung jawab CV. Sukses Kencana Express terhadap anggota baru selain 

berdasarkan kesepakatan, terlihat dari anggaran dasar yang mana disana disebutkan tanggung 

jawab CV. Sukses Kencana Express kepada anggota baru. Tanggung jawab CV. Sukses Kencana 

Express terhadap anggota baru juga terhadap perlindungan hukum yang ada.  

Perlindungan hukum secara terminiologi, yang mana diartikan, Perlindungan dari 

gabungan dua definisi yakni perlindungan dan hukum. KBBI  mengartikan. Perlindungan sebagai 

hal atau perbuatan yang melindungi. Lalu hukum dapat diartikan sebagai peraturan atau adat yang 

secara resmi menggaap mengikat yang dikukuhkan oleh pengusaha atau pemerintah. Upaya 

melindungi yang dilakukan pemerintah atau pengusaha dengan sejumlah peraturan yang ada 

dapat juga dikatakan perlindungan hukum.  

Perlindungan hukum secara perdata tergambar dalam kitab undang-undang hukum 

perdata. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur perlindungan untuk korban atau 

pihak yang mengalami kerugian yakni berupa ganti rugi. Hal tersebut sebagaimana diterangkan 
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dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa orang yang 

melanggar hukum dan membawa kerugian wajib mengganti kerugian yang timbul karenanya.  

Tujuan dibuatnya perlindungan hukum yang mana pentingnya perlindungan dan 

penegak hukum tidak lain untuk memastikan subjek hukum memperoleh setiap haknya. 

Kemudian apabila ada pelanggaran akan hak-hak tersebut, adanya perlindungan penuh pada 

subjek hukum yang menjadi korban. Upaya perlindungan hukum telah dilakukan dengan 

perumusan sejumlah undang-undang dan kebijakan. Akan tetapi, sejauh ini perlindungan yang 

diberikan belum optimal. Hal ini berkaitan dengan upaya penegak hukumnya.  

 Perlindungan hukum tidak akan terwujud apabila penegakan hukum tidak dilaksanakan. 

Sebab keduanya berkaitan dan tidak dapat dilepaskan. Perlindungan hukum yang diwujudkan 

dalam undang-undang adalah instrumen dan penegak hukum adalah langkah untuk 

merealisasikan instrumen. 4 Unsur perlindungan hukum, jika unsur berikut terpenuhi baruah 

upaya perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum.  

1. Adanya perlindungan dari pemerintah terhadap warganya; 

2. Jaminan kepaastian; 

3. Berkaitan dengan hak-hak warga negaranya; 

4. Adanya sanksi hukuman bagi para pihak melanggarnya.  

 Perlindungan hukum diperuntukan bagi orang yang dimaksud dalam Pasal 28D ayat 1 UUD 

1945 bahwa setiap orang berhak diakui serta mendapatkan jaminan perlindungan hukum yang 

sama dimata hukum. Hal tersebut juga sinkron dalam Pasal 5 ayat 1 UU Kepolisan yang 

menerangkan bahwa kepolisan Negara Republik Indonesua merupakan alat negara yang 

berperan dalam memelihara keamanan dam ketertiban masyarakat, menegakan hukum serta 

memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka 

terpeliharanya keamanan dalam negeri.  

Perlindungan hukum juga digagas dalam kementerian perdagangan (kemendag) 

mendukung pelaku usaha mikro, kecil, dan menegah (UMKM) meningkatkan kontribusinya 

terhadap perekonimian. Bentuk dukungan ini antara lain melalui program kemudahaan 

mendapatkan perizinan usaha secara online( Ibid).  

Perlindungan hukum selalu berbanding lurus dengan hak. Anggota baru yang bergabung di CV. 

Sukses Kencana Express mempunyai hak bahwa mobil yang didaftarkan bergabung memiliki 

nama. Objek hukum dalam isi perjanjian dibawah tangan keanggotaan telah sesuai dengan 

norma, yurisprudensi, dan doktrin yang mengatur tentang objek hukum karena didalam isi 

perjanjian sudah memuat dan menyebutkan dengan jelas yang menjadi  objek perjanjian, yang 

mana telah tertuang dalam perjanjian tersbut. Sesuai dengan salah satu unsur-unsur dalam Pasal 

1320 kitab undang-undang hukum perdata Objek yang halal.  

Hak dan kewajiban ini tidak lain adalah hubungan sepihak, maksudnya adalah hak dari 

debitur (anggota baru). Perbandingan norma atau doktrin yang mengatur mengenai hak dan 

kewajiban para pihak pertama dengan hak dan kewajiban para pihak kedua dalam isi perjanjian 

telah sesuai dengan norma atau doktrin yang mengatur. Kesesuaian norma atau doktrin yang 

mengatur tentang hak dan kewajiban pihak pertama dengan hak dan kewajiban pihak kedua 

dalam perjanjian tersebut telah di jabarkan secara jelas mengenai hak dan debitur ialah menerima 
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barang yang dipakai habis dari kreditur, sedangkan hak kreditur menerima pengembalian barang 

yang telah dipinjam oleh pihak kedua (debitur) baik dalam jenis, jumlah dan keadaan yang sama.  

Hak yang tidak dipenuhi maka terdapat wanprestasi. Pasal 1238 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata menjelaskan bahwa yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan dimana 

debitur disebabkan karena kelalaian atau kesalahannya tidak memenuhi prestasi sesuai yang 

ditetapkan dalam perikatan. Seseorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi 

kewajiban atau terlambat memenuhi tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan( Simanjuntak). 

 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Kesimpulan 

1. Keabsahan perjanjian sah bagi para pengikatnya apabila keempat syarat -syarat sahnya 

perjanjian terpenuhi yangmana yang tercantum dalam pasal 1320 KUHPerdata.  

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya tanda sepakat tidak diatur dalam Undang-

Undang maupun peraturan manapun cara orang menyatakakan kehendak peneliti menilai 

kehendak para pihak dikemukakan dalam bentuk akta dibawah tangan yang berjudul surat 

pernyataan dan perjanjian keanggotaan 

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan dalam hal ini pihak pertama yaitu CV Sukses 

Kencana Express yang melakukan perbuatan hukum, dari yang peneliti temukan CV tidak 

dapat melakukan perbuatan hukum CV harus diwakili oleh Persero Aktif. Pihak Kedua 

Yaitu P Sitanggang dari peniliti temukan sudah cakap melakukan perbuaan hukum karena 

sudah dewasa dengan melihat NIK yang tercantum pada Perjanjian yang dibuat oleh kedua 

belah pihak 

c. Suatu hal tertentu dalam Pada perjanjian Surat pernyataan dan perjanjian keanggotaan ini 

yang di perjanjikan yaitu bahwa pihak kedua pemilik kendaraan yang ingin bergabung/ 

menjadi anggota CV.SUKSES KENCANA EXPRESS dan untuk 

mengagunkan/mendaftarkan kendaraan bermotor pihak kedua atas nama CV. SUKSES 

KENCANA EXPRESS  Suatu sebab yang halal Pada perjanjian Surat pernyataan dan 

perjanjian keanggotaan  ini suatu sebab yang halal dapat diartikan bahwa bergabung/ 

menjadi anggota CV SUKSES KENCANA EXPRESS tidak menjadi suatu hal yang 

bertentangan dengan hukum atau dilarang oleh hukum 

Dari analisa hukum peneliti  menyatakan berdasarkan ke-empat syarat sah suatu 

perjanjian diatas surat perjanjian pernyataan keanggotaan kepemilikan armada truk dengan 

CV.Sukses Kencana Express sah namun dapat dibatalkan karena pada syarat subyektif tentang 

kecakapan bertindak ditemukan bahwasanya yang bertindak adalah CV sebagai badan usaha 

tidak dapat melakukan perbuatan hukum karena CV bukan merupakan badan hukum. Namun 

perjanjian tersebut tetap berlaku dan mengikat kedua belah pihak sampai para pihak 

mengajukan pembatalan perjanjian. 

2. Akibat hukum apabila terjadi kerugian pada CV. Sukses Kencana Ekspress kerugian yang akan 

dialami oleh cv adalah jika pihak kedua tidak membayarakan iuran keanggotaan kewajibannya 

sebesar Rp.150.000 pertahun per unit kendaraan, sesuai dengan pasal 4 apabila tidak ada 

pemberitahuan, maka keanggotaan dengan otomatis akan berakhir dan pihak kedua tidak dapat 

menggunakan nama dan ijin operasi Perusahaan CV pada kendaraan bermotor.  
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3. Tanggung jawab CV. Sukses Kencana Express terhadap anggota baru adalah mana dikatakan 

dalam Pasal kelima anggota baru bertanggung jawab atas pengoperasian kendaraan bermotor 

tersebut. Dengan segala resiko baik laba/rugi, hutang/piutang serta kewajiban atas pengoperasian 

kendaraan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak kedua (yang mana disebut anggota  

baru) dan membebaskan pihak pertama dari segala tuntutan dari pihak          kedua   dari pihak 

manapun.  

Saran  

1. Saran bagi para pihak yang ingin melakukan perjanjian agar mebuat perjanjia pada notaris saja 

agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai syarat subyektif tentang kecakapan bertindak dan 

membedakan antara surat pernyataan dengan surat perjanjian yang seharusnya dipisahkan/ 

dibedakan pada surat yang berbeda. 

2. Pihak kedua wajib mebayarakan iuran keaanggotan jika ingin menggunakan nama dan izin 

operasi Perusahaan CV dan Bagi Pemilik CV agar mengantisipasi kerugian dalam CV agar dibuat 

ketentuan-ketentuan khusus terkait dengan hal tentang perjanjian keanggotaan. 

3. Bagi Pemilik Armada Kendaraan yang ingin mendaftarkan kendaraanya dalam CV agar tidak 

hanya mempertimbangkan keuntungan dengan mendaftarkan kendaraannya atas nama CV tetapi 

akibat kedepannya apabila CV dinyatakan berutang dan perlu membayar utang terhadap pihak 

lain, misalnya seperti Bank.  
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